
Menimbang :

Mengingat

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (4) dan pasal
162 ayat (1 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2oLL perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

1. undang-Undang Nomor 69 Tahun 19sg tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem6aran
Negara Republik Indonesia Tahun 19sg No*or 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. undang-Undang Nomor 1,7 Tahun 20os tentang Keuangan Negara
( Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42,-Tamb"lu..,
Lembaran Negara Rgpublik Indonesia Nomor a2g6);

3. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

4. Undang-undang Nomor 1s rahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan 9ll Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomoi 66.Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);

5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2ot4
lomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 29 rahun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 548, Tambahan Lembaran illegara Republik
Indonesia Nomor 56T9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2o0s tentang standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik fndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara iepublik
Indonesia Tahun 200s Nomor 138, Tambahan Lembaran N"gr..r.

yRepublik Indonesia Nomor aST6l;



8' Peraturan pemerintah Nomor 5g rahun 200s tentang pengerolaanKeuangan 
-Daerah ltemuaran- Negara Republik IndonesiaTahun 20os Nomor t+0, iamurrr"., i"mu"r". Negara RepubrikIndonesia Nomor aSZS);9' Peraturan pemerintah 'Norrro, g Tahun 2006 tentang peraporanKeuangan rran Kine4a tnsiansi pemeri;i; (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tat uo i ooo rvomor 

-Ci]i"*uahan 
LembiranNegara Republik Indonesia No*o, +Oi+l;-, 

,
10. Peraturan Menteri Dalarn-N"g.ri womor 13 Tahun 2oo6tentangPedoman Pengelolaan relangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir i""g"";;;;;r."n Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun iott.ti.;il pJ.,ru"rr"n Kedua AtasPeraturan Menteri Daiam Negeri Nomoi is-i.tr., 2006 tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah;11' Peraturan Menteri Dalarn NEg".i Nomor 2z Ta,,un 2oLB tentangPedoman penSrusunan Anggaran pendapaian-dan Belanja Daerah

- ^ Tahun Anggaran 2oL4; oo--

12' Peraturan Daerah Kabupater. lino, Tengah selatan Nomor 5Tahun 2ot4._rentSg pot ikjpolgk p."g;l;i-";; Keuangan Daerah(Lembaran Daerah ["uup"i.Ie Timor G;;;;elatan Tahun 2ot4
U:,}L 

tfr 
ff [t$t "n Le mbaran o...ar, 

-iiJri.,en 
rimor i", g"r,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN BupATI TENTANG 
'ED,MAN 'ENGEL.LAAN

BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan.ilivans dimaksud o.Ifi;l '1. Daerah adalah XiUufaten iirrro, Tengah Selatan;2' Pemerintah Daerah 
"a"t.h 

pemerinta-tr xauupaten Timor Tengah selatan;3. Bupati adatah Bupati rimor i""#ilr"[?.]r.4' sekretaris Daerahadalah slkretaris Daerah'Kabupaten Timor Tengah Selatan;5' Dinas Pengelola Keuangan Ja'n Aset Daerah-yang seranjutnya disingkat DpKADadalah Dinas Pengeloli r"r".rg.., 0"""41",-o"Er"rr?Luriiten timor TengahSelatan
6' Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat rApD adalah Timyang dibentuk dengan xeputusan ,";:r#ffi dipimpin oreh sekretaris Daerahyang mempunyai tugas menyiapkan ;"rt"- meiaksanut.o kebijakan KepalaDaerah dalam rangki penyusunln 

{PBD r."*-.1*gJiffi',.rdiri dari pejabatperencana daerah, ppKD dan pejab"t r.innvilesuai.dengan kebutuhan;7 ' Keuangan Daerah adalah 
-."-,r^ 

hak au., kewajibari-a""*r. dalam rangkapcnyelenggaraan pemerintahan daeratr v""s a.gat dinilai dengan uang termasuk
*:11if#:rj.""*#" bentuk r..r."v"";';;?;' berhubung".,--i..,g",, hak dan

B' Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, ylr.g selanjutnya disingkat ApBDadalah rencana keuangan ,"h;;;]"ilJ*,ah 
_daerah y.r,g dibahas dan

$:'.:tHhTl:?ffi oleh Femerintah D"J."h";;n DpRD, a^.,"Jit.tapkan dengan
9 ' satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD adalahperangkat daerah pada pemerintah D";r;h ,.1"r." ninggun; irrgg.rur/penggunagr barang;
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10' satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait lang disingkat sKpD Teknis Terkaitadatah sKpD v"ng"i.rr."ii-a.r,g.r, ;;;;;ss"i"rgl, ,.;;;; dan kejadian ruarbiasa
1 1' satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Iarq seranjutnya disingkat sKpKDadalah perangkat Daerah ;;J"- p"*"rl"t"r-, D;;;;h, seraku pengguna

tl-.-tr1"/pengguna 
barang, yang juga *"tat"rrat.., pengelola keuangan

12' Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD adaiahKepala Satu11 Kerja p.r,gElot^ k"";;;;;i?"ry y;"s'";r";j;ya disebut denganKepala SKPKD yang mJtnpur_yai tulas *.i.t 
"..rakan pengelolaan ApBD danbertindak sebagai genaanaia U-mum 6";.;;;-13' Bendahara umum Daerah yang- selanjuinya disebut BUD adalah pejabat

3H:*tS"[""1"*"" Daerah vang bertinaat a*am r."p""it"J sebagai e"rair,...
14' Bendahara pengeluaran ppKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima,menyimpan' membayar, menatausahakan d"r *"*pertanggungiawabkan uanguntuk keperluan Belanja Bantuan a;i"i- Belanja Hiba1-r, Belanja BantuanKeuangan dan Belanja Tidak rerauga 

--J"i"* 
rangka pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

15' Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BpBD adalahBadan Penanggulangan Bencana DaeratiKaSupaten Timor Tengah selatan;16' satuan Kerja Perang\at Daerah v""s "i"qiyilt;'o#;,^itro reknis Terkaitadalah SKPD yang ierkait dengan penanggutarigan ;;;;;; dan kejadian luarbiasa;
17' Bencana adalah peristiwa atau. rangkaian peristiwa yang mengancam danmenggangu kehidupan d-an penghidupi.t *".y"rakat yang disebabkan, baik olehfaktor aram dan/atau faktor ;;;;;;"rilrpr., faktor manusia, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda, d"r ;il;;k phisikorogis;l8 Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh p.rI"ti*, atau serangkaianperistiwa vans disebabkan oleh ala"m il;'j"i" b;dp.';;;;" bumi, tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, _angin-topan,.tanah rongsor dan kejadianantariksa/ benda-benda angkasa, kebakar:an hulan/ Iahan karena faktor alam;19' Bencana non alam aaalih, #";; ffi^ diakibatia" 

"i"r, peristiwa atauserangkaian peristiwa yang disebabka""oi.f, faktor 
"orr-"r"* yang antara rainberupa gagal konstruksiTte"t<notos1, sasat *La".rri"""i,- 
"p1a"*i", *au.t penyakit,

f3frtih-#l;"to, ledakan t,ltai., " p"""r.."., iirrgr..,.,!"., dan kegiatan
2o' Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaianperistiwa yang diakibatkan oleh ilil;,'r.r* meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;21' Kejadian luar biasa adalah timbuinya-;;;"*.ningkatnya kejadian kesakitandan/atau kematian pada suatu daerair dalam kumn waktu tertentu;22' Keadaan darurat bencana adalah 

"".i* keadaan yang ditetapkan olehPemerintah untuk jangka waktu t.rteniu itas dasar ."iori"ndasi sKpD yangdiberi tugas untuk tti.ta.rggulangi t"n"*i* yang dimulai sejak status siagadarurat, tanggap darurat a"iirarr"isi darurat ke pemulihan;23' siaga darurat bencana adalah r."uir* - teraapat poi"rrri bencana, yangmerupakan peningkatan eskal""i .tr"r*"r yang penentuannya didasarkan atashasil pemantauan yang akurat oleh instan-si y"rrg ;;;;enang dan jugamempertimbangkan kondisi nyatal d,a*p"r. v""g_ terjadi di masyarakat;24' Tanggap darurit bencana aaahrr' 
";#g#"""r."*i.-r;yarrg'aitakukan dengansegera pada saat kejadian bencana untuk m"nargdni aampar<-buruk yang timbul,yang meliputi kegiatan penyelamatan d; evakuasi t oru"rr, harfa benda,pemenuhan kebutuhan d.asar, perlindungan, pengurusan pengungsi,penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;

" ;:ilS'"[f,tiX1#i5il^o1:ff1 -::l'*.;:'- .-:eaan vans ditetapkan oreh



26' Status Transisi darurat ke pemulihan adalah dimana penanganan daruratbersifat sementara/permanen (berdasa.kan kajian tet<nis'-iari instansi yangberwenang) dengan tujuan .g*-sarana prasarana vital serta kegiatan sosialekonomi masyarakat iegera Eiry"s"i;-*r{;; dilakukan sejak berlangsungnyatanggap darurat- sampai dengan tahai..rrliliiit"si dan ..r.or"1.rksi dimulai;27 ' Kcpe,luan mendesak adalah"keadaan ai*""" r.egiatan tersebut harus dlakukannarnun belum tersedia kredit anggaran dalam ApBD;28' Rehabilitasi adalah perbaikan- a.., p.-utihln. semua aspek perayanan pubrikatau masyarakat sampai tingkat v"r,g *.*"a^i pada wilayah pasca bencanadengan sasaran utama untuk normatJasi atau berjalannya -"""..a 
wajar semuaaspek pemerintahan dan kehidupa" il;;;r;i;t pSgl lilayah pasca bencana;29' Rencana Kebutuhan Belanja.yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencanakebutuhan belanja untuk [.ult"i"" *";A darurit u"rr"*.r" yang diajukanoleh SKpD terkait; ----Db*r

30' Rencana Anggaran liaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencanaanggaran biaya yang diperlukal ultuk pelaksanaan kegiatan;3 1' Belanja Tidak rerduga adalah u"r"":1--y"l!_ sifatnya tidak biasa dan tidakdiharapkan berulang ieperti p"narrggui.rrg*i.rr"^rr" 
"1.* Jan bencana sosialyang tidak dipikirkan sebeiumny"a" t"rti""rr. pengembalian atas kelebihanpenerimaan daerah tahun seberuninv" y;;;;hh-dia;-;p;^uJ"rr3" yang bersifattidak biasa digunakan untuk t;gg;;--?"L."t dara; rangka pencegahangangguan terhadap stabilitas p"tty.torggaraan pemerintahan demi terciptanyakeeirnanan, ketentraman dan keiertiban ffasyaraf<at;32' Pengguna Anggar?n- Belanja Bantuan p.Jr'eexD yang selanjutnya disebut pA-PPI{D adalah pejabat p.megarrg 

fewenang"r, p".rggunaan anggaran untuk
n:iffi1ffiff?",1*:]" bantuan sosiar, hiba-h, ueianj? ur.,ir,., iE 

",,g"., ;;;33' Kuasa Pengguna Angga.an belanja bantuan sosial, l_elanja hibah, belanjabantuan keuangan d;; belanja. tia"ro t".Iirg" pada ppKD"yang selanjutnyadisebut KPA-PPKD adalah peiabat r""*- aL-"ri-k;;";'rit ir. melaksanakansebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugasfungsi ppKD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud ditetapkannya Peratu111 ffif ini -adalah sebagai pedoman darampengelolaan Belanja Tidak Terd.uga yang bersumber dari APBD

Tujuan ditetapkannva peraturan^EX?If 
*i agar pengelolaan Belanja TidakTerduga yang bersumber dari APBD dapat autsanar<"" aE"g"rlertib, transparandan akuntaber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 4Ruang lingkup pengeloraan Belanja iia* Terduga meliputi penganggaran,
3:l:[T""", 

pertanggungjawaba", "p"r.po'"n 
dan ;"";;;;;" Belanja ridak

BAB III
KRITERIA

Pasal 5
(1) Belanja Tidak Terduga merupakan belania vano ainanrn+,rlza- L^^j.
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a' kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepertibencana alam, dan kejadian il;;- ili"". yang tidak diperkirakansebelumnya;
b. keadaan darurat bencana;
9. keperluan mendesaki
d. bencana sosial; dan/atau
e' pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yangtelah ditutup.

(2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atautidak diharapkan berulang seb-againiarr.-Jimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi belanja untuk gnfgap daiurat a.r, r..j"aian ruar biasa.(3) Tanggap darurat sebagaimiia-dimar.""a p.a"-'"v"t (2) yaitu:a' pengkajian secara cepat dan tepat terrraaap tokail, kerusakan, kerugian,dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dand' pemulihan dengan- segera prasarana dan sarana vitar;(a) Kejadian luar biasa sebag-aimana dimar.""Jp"aa ayat (1) huruf a yaitu:a' timbulnya su-atu penyakit menular tertentu dalam 

".i"i r-J""r"r,;b' peningkatan kejadian kesakitan terus ;;;;rr" selama 3 (tiga) kurun waktudalam jam, hari, atau minggu berturut turut menurut jenis penyakitnya;c' peningkatan kejadian kesatitan dua t 
"ii "t", lebih aiuarril.rgt an denganperiode sebelumnya daram kurun *"t tr 3am, hari atau -i.rgg, menurutjenis penyakitnya;

d' jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukan kenaikandua kali atau lebih dibandingkan aenganlata-rata perbulan dalam tahunsebelumnya;
e' rata-rata jumlah. kejadian kesakitan perbulan selama satu tahunmenunjukan kenaikan dua kali atau lebih- dib;;ingffi;;"gan rata-ratajumlah kejadian kesakitan perbulan p"a" ilfr"., ;b;il;;;;f' angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentumenunjukan kenaikan so% atau rebih 

. 
dibandinsk.; dengan angkakematian kasus. suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktuyang sama; dan/atau

g' angka proporsi. penyakit p:1.d.11!" bT' pada suatu periode menunjukankenaikan dua kali atau iebin aitanaing Lt" periode sebelumnya dalamkurun waktu yang sama.
(5) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diantarany_L pela]rana"n kesehatan kepada masyarakatyang terkena wabah penyakit *.rrrta1 p";ilki; tidak menulai dan keracunan.(6) Keadaan darurat bencana sebagaim..r" ai*uksud pada ayat (1) huruf b yangmeliputi status siaga darurat, status 

-tanggap darurat, dan status transisidarurat kepemulihan, harus memenuhi ketei"tuan sebagai berikut:a' bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Daerah dan. tidak dapat diprediksi sebelumnya;b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;c. berada diluar kendali dan pengaruh perierintah Daerah; ataud. memiliki dampak yang ^sigiifikan t".n"a"p ;gg;;;-l.u* rangkapemulihan yang disebabkan ot.h t eaaaan aarurat;(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c mencakup:
a. tersedia dalam tahun anggaran berjalan; danb' keperluan mendesak lainnyl yang apabila ditunda akan menimbulkankerugian yang rebih besar bagi pem6rinlat, Jlerah dan masyarakat;(B) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (T) huruf a yaituperbaikan fasilitas umum antara lein ialan iaal-^+^- :-:__ -.



(9) I(eperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalahpetaksanaan putusr' p"rrgzdilan ;"i;k ;il"r. .r.e1da1a yang harus dibayardalam tahun anggaran beikenan-yang apabila tidak aii"'r.ri"., pembayaranmenimbulkan kerugian yang lebih F; b;g;"pemerintah Daerah;(10) Peruntukan belanja tidak tE arrg. u"gi J..rl..ra sosial sebagaimana dimaksud
33$i,l'"t 

(1) huruf d vaitu bantuan fepada i"ai"ia, v".re HJ.rg.r.*i bencana
(11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang terahditutup sebagaimana dimat<sla p"d; ;y;-ii; rrr.,rr d-;;l; pengembarianatas kelebihan penyetoran pendapat"" 

"rii Lerah dan pelaksanaan putusanpengadilan yang menyatakan aaanya k;eiib -,, 
pemerintah daerah yang harusdibayarkan kepada pihak ketiga.

(1)

(2)

BAB IV
PENGANGGARAN

Pe-nganggaran Beranja Tidak t.Iff;luou.,.* AeBD dicantumkan pada koderekening kerompok 6elanja tidak r.iq"yrrg;j;;i; behnja iidak-'[rduga, objekbelanja tidak terduga dan"rincian oujei t"h"fi;ak terduga.
:ffi:ilXffii":11?i J';|15 

terdula *bil;;;"a dimafsud pada ayat (1)

,"rf,SoX**

Penggunaan Belanja Tidak T".d,lil"llr", dibebankan secara langsung atau
il#:f:#?S$,proses 

perseseran anssaran dari betanja-iidJt terduga ke
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d,akukan dengancara mengubah peraturan Kepara oaerar, i""-t.;s penjabaral apgo sebagai
i3f;.ff?Hrl*,",1#:Lo:flx3igs'?'?gg.rkan dalam rancansan

ffilflillffiL H,ffi tidak ,"roL?i'i,"r'rui pembebanan secara langsung
a 

Hfffi5"f}:::,Xi I;#'"" darurat bencana a1am, kejadian ruar biasa,

: ffiETil#'it*T kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasasebagaimana dimaksud pada ayat (1) rr"r"i" ilgirrutu, untuk:a' pencarian dan penyeramatan koiban u"".""?;-b. pertolongan darurat;
c. pvakuasi korban bencana;d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;e. pangan;
f. sandang;

F. pelayanan kesehatan; dan/atau
l. . R.nampungan serta tempat hunian sementara.Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a digunakan untuk biaya op..."ioral rim antara lain:a. pembelian dan/atau s.*a p.*l.tun Seg 

-- -.--

3 ilffi,iffi?ili:ffi1fr:: :*:::x"**ermasuk pembelian BBM;

(1)

(2)

(r)

(21

(3)



Z

(s)

(6)

t4) 
5tH3*#lTll??"" darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurur b
a' pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk arattransportasi darurat darat, i""t'a"" 

"dJ;*b' pengadaan.bahan aan jasa berupa p"r"rl,"r, dan atau bahan serta jasavang diperrukan untuk pembersiha;- *I"#1."g";;;-p.Iil",..., tanggui,serta perbaikan/ pengadaan .i.rtisanl"ritil:.*batan/ dermaga darurat danperalatan lainnya;

: 331#1",iffl:ff perbaikan darurat rumah/hunian yans rusak
d' pengadaan barang danjasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan

llffi:#l"ffi,Tif triil k"b"k;;;X,ti,, d"; i;h;:i",* me,iputi

" Hffi:irTl":ilTf"*:1,{:X1""*a bahan dan peraratan untuk penanganan
f' pengadaan bahan u"rri"." benih, pupuk dan pestisida bagr korbanbencana yalg rahan pertanian.rya m"ngarrami puso akibat bencana;g' pengadaan barang dan jasa/."r"r u"rri"-a"" peralatan ,rrtrt penanganandarurat bencana kejadian luar biasa (KiBI*'h' bantuan kemanusi""" p"""rrganan darurat bencana di Luar Negeri berupa

$il?fl:;:r"u, l0gisrik, p.r.Lt.n d"r ;;k;nsan transportasi laut, darat

i:ffii:iXffi:ilf"ffi:#Tj,'"*" untuk pemotretan udara daram rangka
i' pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yangmeliputi personil, peralaian aa" rogslika;; rangka penanganan darurat;k' pengadaan barang dan jasa/""*;;;rilLrrmpanan 

bantuan daruratbencana baik berupa togistit maupun peralaian; dan/ataul. mobilisasi dan demobilil."i p..rtatr.r.

Stffil'ft:I*asi korbat' bt""t'it sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c
a' Mobilisasi korban,berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan- atau pembelian BBM; din/ataub' Alat dan bahan evakuasi u.rrp" peralatan dan/atau bahan evakuasi;"1,;tmffi}filil##ii'l a", slnit""i ;;;;aimana Ji*"r.",a pada ayat
a' Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun. T"ldatangkan dari luar lokasi 6".r".r.;-- -v'!
b' Perbaikan kuaritas .r-u"..i. bersih ai'tokasi bencana;c. felSldaan/berbaikan sanitasi berupai

' ,?*il;lll"*ouatan saluran air buangan untuk McK dan drainase
2. Pengadaan MCK darurat;
3. Pengadaan tempat sampah; dan/atau
4. Upah untuk tenaga kebersiha" fi"gtrrrg"rr;d' alat dan bahan peirbuata;lo b;r"-th;.;?;;a peralatan yang diperlukandalam penyediaan air bersih dan sanit.i; 

-- -.
e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan ataupembetian BFM untuk pengirima" 

"ia;;;rt, p.ngi.iman peraratan danbahan yang diperlukan aatari penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi_ . k: lokasi penampungan.

ffll?: 
pangan sebagaimana vang dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan

a' pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan
fl 

makanan;

(7)



b. pengadaan dapur umum berupa dapur lapangan siap pakai, alat danbahan pembuatan dapur umum seperti batu-bata, 
""*"rr, tenda danperlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalahpengadaan perlengkapan makan daruiat;

c' bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnyarusak berat selama dalam status keadaan darurat b"rrJ.rru.; dln/atair"d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa saranatransportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.(Ei Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakanuntuk:
a' pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak,perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khususwanita dewasa; dan/atau
b' transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa saranatransportasi darat, air, udara dan atau pembelian ggl\a

(9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaim".r" di*"ksud. pada ayat (2) hur-uf gdigunakan untuk:

g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar)
h pengadaan alat dan bahan untuhpengendalian vector penyakit;i. transportasi untuk distribusi uantuin obat-obat"r, t".rpa sewa saranatransportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.

(10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf h digunakan untuk:
a. pengadaan_ te-nda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;b' alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untukpembuatan tempat penampungan dan tempat huniai sementara, sepertialat pertukangan sederhana;
c' transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaanpenampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana

transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan/atau
e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;

Pasal 9(1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran daribelanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dipat dilakukan untuk
keperluan mendesak.

(2) Dalam hal terjadi pergeserarl anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke
9q!lj" langsung sebagaimana dimaksud pad-Jayat (1) sluetum peruu"atalAPBD, dilakukan dengan cara melakukan p"ruU"tr"rt terhadap peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD tahun an[garan berkenan sebagai dasarpelaksanaannya untuk kemudian ditampung a.ta* Peraturan Daeraf, tentang
Perubahan APBD tahun anggaran berkerran.

(3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat tit setelah
Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam

O 
Pemerintah Daerah.

I

a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh

pasta gigi dan sejenisnya;
c. pengadaan alat kesehatan;
d. biaya perawatan korban;
e. isolasi korban;
f. pengadaan vaksin;

seperti sabun,shampoo, sikat gigi,

terduga ke belanja
Peraturan Daerah

Laporan Keuangan



(1)

(2)

PERNYATAA- ?TR JI^P DARURAT

Pernvataan tanggap darurat ,ii#lga- r<;jlaian ruar biasa ditetapkandengan Keputusan bupati beraasarkan usulan skpo teknis.
:il?flTi?.iffi?::,lfiln":::cana a., r."i.aian luar biasa sebagaimana
a' penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; danP- masa tanggap darurat;

il;::r1il"-fffi.*effi1trH,Xflffi,:l'"'ksud pada avat (2) hurur b dapat

3 tanggap darurat bencanatleh BpBD;b. kejadian luar biasa of"f, Sfpn teknis terkait.

PRo SEDUR PENGAJ,f$B JJINJA TIDAK TERDUGA

Pengajuan belanja
bencana alam dan
berikut:

(:l)

(r)
pasal 1 1

tidak terduga untuk kebutuhan belanja tidak terdugakejadian luar biasa dilakukr.r, d"rrgr.n tahapan sebagai
a' sKpD teknis mengajukan RKB keadaan darurat kepada ppKD serakuBendahara umum baerah de.ngan merampirkan Keput r""r, glpati tentangPenetapan tanggap darurat df il; p"I"v","an Tanggungiawab Belanjasebagaimana.tercantum pada Lampiran r a.i *"*pakan bagian yang tidakterpisahkan dari peraturi.n Bupati ini;b' PPKD selaku BUD *".r""irt.n dana keadaan darurat kepada Kepala sKpDyang melakukan fungsi penanggulangan u"rr"".r. alam paling lambat tiga(3) hari k..j1 terhitun-g 

""3"t aiiJri*"riy n"l""rrlran Bupati; danc' pencairan dana kealaan a.rur.i 
- 
6"":;; dan kejadian luar biasadilakukan dengan mekanisme*Langsu"* p$ aan aitransfei ke rekening

i:i*:ffi{anssaR Darurat n.""ir,"7ft"i;;i"r' Luar Bi;;; pada sKpD
Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisadilakukan 

{engan tahapan 
""U"gLi 

berikut:a' SKPD Teknis meneruskan -usulan 
permohonan bantuan atas kejadianbencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan:1)laporan kejadian dari Desa k;p;A;;;;;;"'

2)laporan kejadian dan permohonan b";;; dari camat;t ) 
n'"""ft i::1l"i""inj 

auan lapangan dari sKpD r.k;l; ;en genai kej adian
4)keputusan Bupati tentang penetapan kejadian bencana sociar yang

3jif,5*::[?i;t:'*u"**"r" stabilitas 
"oJid a.,, "r.t*,ii -..y"rakat

. I) foto-kejadian/dokumentasi pendukung.b' setelah mendapat persetquln Bupati Eerkas permohonan diteruskan kePPKD untuk proses administrasi pencaira;;;; penyerahan dana bantuan;c' Proses pencairan dana uu"i"""- a31i nJarrju ria"r. Terduga pada sKpD
il?r:iilXLf t$lke 

rj a terhitun g sej ak p"r*or,o'an diterimuL' men dapat
Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana sosialsebagaimana dimaksud ayat (i) iriga berrrr., il.gi masyarakat KabupatenTimor Tengah selatan yang t..l."i Bencana, atau bencana sosial di luarwilayah Kabupaten Timoi f#gaf, Seiatan.Besaran bantuan baqi masvlrakat Kahrrnaro- ,T:*^_ h_

(2)

(3)

(4)



sKpD teknis mengusurkan 
""ifff,Ll"i-pembantu dan pprK kepada sKpDuntuk ditunjuk, dengan r<.n"iy"3n Kepala Dinas untuk melaksanakanpenatausahaan d."1" Belanja tia.t f.rauli.Penatausahaan beranja tia;[ ;;:9q:_ p?rng".r"r, bencana masa tanggapdarurat oleh bendariara 

""u"s"i*ana dimafsud. ayat (1) sesuai denganke te n tuan peraturan perundan!_ii.ra 
"., 

g"n yan g berlaku

(1) pengajuan beranja ,ro"u--,,::ffi;l ?"utui pers€seran anssaran untukmembiayai kegiatan rehabilitasi" dan 
-^i"r.o.r"trrI"i- 

a"rr7"t.u keperluan
fi,"ittffi *?:,"nf 

t!l$B"i.?ffi i:l|;:f n"""""*AnggaranBiavaBo;t;;;s
(2) Proposal sebagaimana dimaksud ,;4" ayat (1) memuat kajian menyeluruh

f :3sii1l#;?:,1?*?-1:"1f.',11"-,t#sakvang;G;;;,,"a;;Li#,
(3) Pergeseran anggaran sebagai;il;il;il;d pada ayat (1) diajukan oleh sKpDl9kq" t"p19l Bupati untu-k ditetiti 

"rJ iepb.(1) Hasil penelitian y"'g telah disetujui iAPD ii,irra"uanjuti dengan pergeserananggaran meralui perubahan peratlra, aupati t""i""s-;;;;"r"n ApBD

Pengeluaran Beranja Tidak t*i::i^"dfi1u'oo.*oiayaan penanggulangan bencanaeilam' bencana non alam dan bencana sosial y3.g bersifat tanggap darurat dankejadian luar biasa atau keperluan mendesak slbagaimana dimaksud daram pasal13 dan Pasal 14 mempertimuangkan efesi"rrJ-a"i 
"r.[lint"" ll.t" menghindari

3.l,Xflijl}Bffi tindih- p"r,oanaan terhadap r.Lgi"t.r,-kegiatan yans terah didanai

(1) pengajuan belanja ridak 
r-rqlii"tJ"t*".r.urr_ dengan pengembarian ataskelebihan penerimaan daerar, t"i""-1.rrrrr' 

""u"rr*?ry. ;;g telah ditutup,yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimain pendapatan asiidaerah tahun sebelumnya dilengkafi i""g""^uukti_bukti yang sah(2) Bukti-bukti yang satr seuagaimi.," ai"*?""a pada ayat (1) antara rain terdiridari:

3 Surat permintaan pengembalian;b. luyt permohonan waj"ib pajak;
: Bukti penyetoran p.rriapatan asli daerah:d 

?r?H.,.f#1ffi%?r["f3ffi#"r*,i,, p",,aapatan asri daerah yang
e. Kronologis kejadian yan; dup;;;ipertanggungiawabkan; danf. Keputusan pengadilan. "

(3) I(elengkap"., 
".-b"glimana oir-1t". paga ayat (1) disampaikan kepada Bupatisebagai lampiran dalam pengajuan peimintril p".,gembalian oleh SKpD teknis(4) Pengembalian atas r<eteufrin penerimaan pendapatan asli daerah melalui

f :f;ffi JIH#f,:s" " " 
u 
"sir 

* 
"1" " 

- 

I i*ffi , a' p" J 
"'*yut' 

( ri ?jt"t"pkan d e n gan

PERTAN Gor*orofift?li oo* pELApo RAN

(1) penggunarr,_11r,1 tanggap ..d1i:if1f;"".," dan kejadian luar biasa dicatatpada buku kas umu*-ti.".rrdiri oleh uenJahara pengeluaran sKpD teknisterkait yang frah ditunjuk untuk p."*ggr-ilgan bencana.(2) Kepala SKPD 
-Yang 

" melaksan"t""---3lgi"t".r penanggurangan bencanabertanggungiawab a""u..a fisik dan fa.rrr.,r7. ,rac na-_,-ra^^_ L r

(1)

{2)



z-_

(3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencanadisampaikan oleh Kepala sKPb teknis yang ,.ritat 
"a.rakan kegiatanpenanggulangan bencana kepada PPKD aengari *.ta*pirk"r, bukti-buktipengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawabbelanja.

(4\ Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud padaayat (3) sebagaimana tercantum qiaa Lampiran I danileffiakan uagian i"^*tidak terpisahkan dari peraturan -Bupati 
ini

{5) surat pernyataan tanggungi"y"-b beianja adalah surat pernyataan yang dibuatoleh Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan p."""ggrrlangan bencanasehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluar., yJrr"g lengkap dan sah
Iang dilengkapi dengan rincian pe.r[gurraan dana.(6) Pengeluaran yang tidak tersedia ulr.ti pengeluaran yang lengkap dan sahsebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal^sebisar np,soo.-o-oo,-(lima ratus riburupiah).

(7\ Penyampaian laporan pertanggungiawaban_ sebagaimana dimaksud ayat (1)paling lambat 30 (tiga puluh) hiri ferja sejak 
""r.!"i"y"-p"tlt..rraan kegiatanyang bersangkutan.

BAB X
PENGAWASAN

(t) SKPD Teknis melakukar, *oritlii? ll"rr"si atas penssunaan belanja tidakterduga.
(2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.(3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak ^ terduga dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang_undangan.

KErENrButRtL*urr"

peraruran Bupati ini mulai berlaku r"Ji:ilJf,.r ai,r,aangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan- pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 pebruari 2OL6

y' eunerr rrMoR TENGAH sELATAN,

/)*
(exfiusv.R. MELLA

(

Diundangkan di SoE
pada tanggal 5 Pebruari 2OL6

UN TABUN

[q DAERAH KABUP
YGAH SELATAN,

BtrRITA D RAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHI IN 
'O 

1 6 NrrI\/TrlP



Z -,ffiani

PENJELASAN

PERATURAN I ATAS

N3Yi3l'#35,[8iltrH s ELATAN

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGAI. UMUM
pemerintah 

daerah

il:lixtlx?r*:t-sxel"'"xfi i.i:lFisiH#uru"x,:T:lri*tr,rilrotonomi dan tugas p"-*ilJ",r.r, pemerintaha-n berdasar{;;;.

o,,.",j"?5j'"i1*;g: .H;""" tersebut o,,*:51,,. g.engan memperhatikanko.rrp.i,r.orr"i;;^;;";Jl';:', efektiritas, akuntaulii.S*.".r. bebas dari
O."*:Lo^r:.1', k..r.ngan daerah mer

3:ff#nil'I:" p ri n s ip -ffi n sip t.. 
"l 

u, t " *# ffit#gT'1",1"H., [? *u""rJ. vonS telah ditetapka" ;;;";"ri1"*. mirr.ai--u.gi masyarakat

o,n*##'i.H?5!:11:ffi iF'*i,HH_HffiT*"ffi :,*l*XX,iE#ffluar biasa dan bencira 
"o-"i.r yang tia"r. t?perkirakan seberr-5i1ffi 'fr :1X1#;:,1;*lllls*,r,:::*Hii*sH*F:ffii.flffi 

:fH3ii"'q:+tr+:;i*ig1',;'91flil',":t"tlrJ,.,"?,usosia,dalam-
pemerintaha:

-u"yu."k"t." 
qeml terciptanya i.."*"".i] r.",.r,ruiu" %fl"'i:f.*ffi;l

Dasar

lfirsii,lH*#"**#"*f ?:HJ:'Ti?,:'iit.:""H*i,#I*us:?t?-,itxt
daerah tarrun-tarr"";;;;1, *rrn&suk pengembaii"" 

"i*'["t;iii", penerimaanya yang telah ditutup. -----v*,

Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentans pedoman p""s!;i;;.,' x.r"r, g",i^ bl;il,, pi;;;;",ilurr*" tata cara
pemberian dza..";;;';;di,?"lTlilflT:,??J.*"*Hl?;;.,ia"rG.ii,i j"untuktanggap

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3



Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

iJasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
huruf a

yang termasuk kategori Bencana Alam
5. Gempa Bumi
6. Tsunami
7. Tanah Longsor
g. Abrasi pantai
9. Banjir
10. Gunung meletus
11. Tubo belerang (pembersihan sisa bangkai ikan)12. Angin putting blliung/angi; k;rr"..rg13. Bencana lainnya.

yang termasuk kategori kejadian luar biasa :14. Flu burung
1S. Wabah penyakit menular16. Wabah kolera
lZ. Wabah malaria
18. Wabah demam berdarah19. Muntaber
20. Marasmus
21. Busung lapar,ri"ryil#.,1*o"."" akibat gagal panen karena terjadinya
25. Kejadian luar biasa

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
yang termasuk kategori Bencana Sosia1- Kerusuhan dan huru hara- Bencana Sosial lainnya

Huruf e
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat S

Cukup jelas
Ayat 6

Cukup jelas
A\rat '/



Ayat 8
Cukup jelas

Ayat 9
Cukup jelas

Ayat 10
Cukup jelas

Ayat 1 1

Cukup jelas
Ayat 12

Cukup jelas
Ayat (1)

1) Yang dimaksud dengan usulan SKPD teknis adalah
Telaahan Staf atau Nota Dinas yang berisikan
laporan kejadian bencana, tanggal kejadian, lokasi
kejadian, jumlah korban, dan besar kerugian atas
kejadian bencana tersebut yang dilengkapi dengan
lampiran pendukung.

2) Yang dimaksud "SKPD teknis" adalah SKPD yang
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya
memiliki keterkaitan dengan penangguiangan
bencana

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 13
Cukup jelas

Ayat 14
Cukup jelas

Ayat 15
Cukup jelas

Ayat 16
Cukup jelas

Ayat 17
Cukup jelas

Ayat 18
CukupJelas

Ayat 19
Cukup jelas

Ayat 19
Cukup jelas

Ayat 20
Cukup jelas

Ayat 2l
s Cukup jelas
I



Z

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2OL6
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAKTERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP :

Jabatan ;

De,gan ini menyatakan 
-d'engan sesungguhnya bahwa belanja tanggap daruratbencaLna dengan rincian sebagai berikut:

NO URAIAN

JUMLAH

1

2
.1

JUMLAH

Jumltih uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap
iruil:Xl',i.fli; *?:"f:fi bertanggungjawab secara nsik dan r."u".,g.r, t..r,.arp

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihakmanapun' apabila terjadi kerugian .keuangan Negara a..r7.t.u daerah sertapermasalahan hukum dikemudian hari t.*i'u.rt-anggungiawab sepenuhnya sesuaidengan kewenangan tugas pokok, f"";;i ;;" t"6"rrt rr, feraturan perundang_undangan.

SoE

Kepala.

%-
NIP.

[z eueetl TIMOR
I

I PAUIJ

NGAH SELATAN , {
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2OL6
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAKTERDUGA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, d

(PA US V.R. MELLA

BESARAN BANTUAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

N9_
1

2
3
4
5
6
7

U UTVILAfI III'RUGIAN
5 Juta s/d 10 Juta
> 1O Juta s/d 25 Juta
>25 Juta s/d 50 Juta
>50 Juta s/d 100 Juta
> 100 Juta s/d 200 Juta
>200 Juta

. TT T'I\/[T A IjI

BESARAN BA,NTUAN (Rrr)
1.500.oo0,o0
2.500.000,00
5.000.000,00

10.000.000,00
12.500.000,o0
15.000.000,00

5.OOO.OOO.O0


